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Nurfaizun. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal 
Logging) pada Putusan Nomor 110/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs. Skripsi. Tegal: 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021. 
Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar telah menimbulkan 
kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta 
meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan 
internasional. Kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 
adalah faktor mentalitas manusia, kepentingan ekonomi, dan penegakan hukum 
yang lemah. Guna mengatasi masalah penebangan liar (illegal logging) terhadap 
kawasan hutan khususnya di Indonesia, Pemerintah telah berusaha untuk 
mencegah dan mengantisipasi kerusakan tesebut dengan diberlakukannya 
berbagai peraturan mengenai kehutanan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum tindak 
pidana kehutanan (illegal logging) di Indonesia dan mengetahui sanksi pidana 
terhadap tindak pidana kehutanan (illegal logging) pada Putusan Nomor 
110/Pid.Sus/2020/PN Bbs. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan 
pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utamanya adalah data 
sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan dengan 
cara berfikir deduktif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Ketentuan hukum tindak pidana 
kehutanan (illegal logging) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan direformulasikan 
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan dalam kategori hukum pidana 
merupakan tindak pidana khusus, yaitu delik-delik kehutanan yang menyangkut 
pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan illegal logging, kaitannya 
dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke 
dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu pengrusakan, pencurian, 
peredaran kayu illegal, pemalsuan, penggelapan, dan penadahan. 2) Sanksi pidana 
terhadap tindak pidana kehutanan (illegal logging) pada putusan nomor 
110/Pid.Sus/2020/PN Bbs sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana 
denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 
(enam) bulan. Hakim dalam memberikan putusan, selain mempertimbangkan 
dakwaan penuntut umum, juga menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang yang 
dilakukan terdakwa. 
 




Nurfaizun. Juridical Review of Forestry Crimes (Illegal Logging) in Decision 
Number 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law 
Study Program, Tegal Pancasakti University. 2021. 
Forest destruction, especially in the form of illegal logging, has caused 
losses to the state, damaged socio-cultural life and the environment, and increased 
global warming which has become a national, regional and international issue. 
Forest destruction is caused by several factors, including factors of human 
mentality, economic interests, and weak law enforcement. In order to solve the 
problem of illegal logging (illegal logging) of forest areas, especially in Indonesia, 
the Government has tried to prevent and anticipate the damage by implementing 
various regulations regarding forestry.  
This study aims to describe the provisions of the law on forestry crimes 
(illegal logging) in Indonesia and to find out the criminal sanctions against 
forestry crimes (illegal logging) in Decision Number 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs. 
This type of research is literature research with a normative legal research 
approach. The main data source is secondary data. The data analysis used in this 
research is qualitative data analysis using content analysis techniques and by 
means of deductive thinking.  
The results of this study concluded that 1) Legal provisions for criminal 
acts of forestry (illegal logging) in Indonesia are regulated in Law Number 5 of 
1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, 
Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and formulated in Law Law 
Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. 
Meanwhile, the criminal law category constitutes a special crime, namely forestry 
offenses relating to the management of timber forest products. Basically, the 
crime of illegal logging, in relation to elements of general crimes in the Criminal 
Code, can be grouped into several forms of crime in general, namely vandalism, 
theft, trafficking of illegal timber, forgery, embezzlement, and detention. 2) The 
criminal sanctions against forestry crimes (illegal logging) in decision number 
110/Pid.Sus/2020/PN Bbs are correct and in accordance with the applicable law, 
namely imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 
500,000,000.00 (five hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, 
it is replaced by imprisonment for 6 (six) months. In giving the verdict, in addition 
to considering the public prosecutor's indictment, the judge also analyzed the 
elements of the criminal act the defendant had committed.  
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“A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, 
purifying the air and giving fresh strength to our people.”  
Bangsa yang menghancurkan tanahnya menghancurkan dirinya sendiri. Hutan 
adalah paru-paru negeri kita, memurnikan udara dan memberi kekuatan baru 
kepada orang-orang kita. 
(Franklin D. Roosevelt) 
 
Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Menjaga lingkungan 
bukan hanya angan-angan, tapi tindakan. Jagalah lingkunganmu tetap bersih 
untuk sebuah kehidupan yang sehat. 
(Nurfaizun) 
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A. Latar Belakang  
Hutan Indonesia terkenal dengan keberagaman ekosistemnya yang 
dimulai dengan hutan tropis dataran rendah, hutan tropis dataran tinggi, hutan 
rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau, dan jenis hutan lainnya. 
Hutan ini akan memberikan manfaatnya apabila disertai dengan pengelolaan 
yang baik dan pemanfaatan yang berkesinambungan.1 Hutan dijelaskan dalam 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa hutan adalah suatu kesatuan 
ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam Komunitas alam lingkungannya yang tidak 
dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. 
Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting fungsinya 
untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan 
kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Sebagai kekayaan alam 
milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan 
hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat 
memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan hasil hutan secara keseluruhan di 
bawah penguasaan dan pengawasan negara. Pasal 33 ayat (2) menyebutkan 
                                                 
1 Supriadi, Hukum, Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta: Sinar 




bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  
Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka 
penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, 
kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan 
dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.2 Menurut Pasal 1 angka (4) 
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berdasarkan 
statusnya hutan terdiri atas hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah 
yang tidak dibebani hak atas tanah dan hutan hak yaitu hutan yang berada 
pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 
Sektor kehutanan di Indonesia memainkan peranan penting dalam 
pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa non-migas, 
pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak 
pembangunan daerah. Guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya 
ini perlu dijaga kelestariannya. Namun terlepas dari adanya pemanfaatan 
hutan, di sisi lain pemanfataan hutan juga mempunyai dampak negatif. 
Dimana tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak 
tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat dengan adanya penebangan liar 
atau yang sering dikenal dengan istilah illegal logging.  
Illegal logging menurut Tony Wiryanto secara simplikatif sering 
didefinisikan  sebagai  praktik  penebangan secara liar. Proses penebangan liar  
                                                 
2 Sunarso, Siswanto, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian 




berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan. 
Ironisnya, proses penebangan liar di Indonesia terjadi hampir di seluruh 
kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan, praktik illegal logging 
tidak hanya berlangsung di kawasan hutan produksi namun juga merambah 
kawasan hutan lindung dan konservasi. Di sisi lain, di era global pada saat ini 
dengan berbagai perangkat modernisasinya telah memberikan aksebilitas yang 
relatif mudah dijangkau. Selain itu, terdapat pula sebagian perusahaan 
HPK/IPK/HPH yang melakukan pelanggaran eksploitasi ataupun pelanggaran 
tata usaha kayu yang dapat dikategorikan mendukung lajunya kerusakan 
hutan. Praktik penebangan liar telah mengancam kelestarian hidup umat 
manusia di dunia.3 
Modus timbulnya illegal logging pada saat ini telah mengalami suatu 
pergeseran makna, karena kosa kata illegal logging pada prinsipnya tertuju 
pada masalah pembalakan semata, padahal illegal logging juga terjadi pada 
semua segmen pengelolaan hutan atau kayu yang tidak sesuai izin yang 
termuat pada dokumen yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, baik 
Dinas Kehutanan Provinsi maupun Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.4 
Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar telah menimbulkan 
kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, 
serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, 
regional, dan internasional.  
                                                 
3 Supriadi, Op Cit., hal. 305. 




Hutan sebagai paru-paru dunia harus dijaga serta dipelihara, hutan juga 
sangat berguna bagi makhluk hidup karena menjaga keseimbangan kehidupan 
dunia dan menjadi perlindungan flora dan fauna di dalamnya. Indonesia 
merupakan sebuah negara yang mempunyai luasan hutan yang luas diantara 
negara-negara Asia, maka penting untuk menjaga keberadaan dan kelestarian 
hutan.5 Secara umum, kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor, 
diantaranya adalah faktor mentalitas manusia, kepentingan ekonomi, dan 
penegakan hukum yang lemah. Guna mengatasi masalah penebangan liar 
(illegal logging) terhadap kawasan hutan khususnya di Indonesia, Pemerintah 
telah berusaha untuk mencegah dan mengantisipasi kerusakan tesebut dengan 
diberlakukannya berbagai peraturan mengenai kehutanan. 
Pembalakan liar adalah bentuk penyimpangan dari pemanfaatan hutan 
yang seharusnya. Akibat pembalakan liar, hutan tidak lagi dapat memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pembalakan liar 
menjadi ancaman kepunahan fungsi ekologi hutan tropis Indonesia. 
Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat 
luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus kelangsungan fungsinya bagi 
kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi.6  
Laju kerusakan hutan akibat praktik illegal logging dewasa ini tercatat 
sebesar 2,83 juta hektar pertahun dengan tingkat kerugian negara mencapai 
Rp. 8,3 miliar per hari. Pendek kata praktik illegal logging kini telah menjadi 
                                                 
5 Wartiningih, Pidana Kehutanan, Malang: Setara Press, 2014, hal. 1. 
6 Sardino & Tim Kerja, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta 
Masyarakat dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan, Jakarta: Kementrian Hukum dan 




sebuah fakta yang mau tidak mau harus segera diatasi bersama, dan menjadi 
bagian inheren dari kendala untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara 
lestari. Di tengah pencanangan revitalisasi kehutanan, malpraktik illegal 
logging bisa menjelma menjadi sebuah kendala bagi optimalisasi pencapaian 
target revitalisasi kehutanan yang telah menjadi komitmen pemerintah.7 
Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh pemegang izin 
HPH, perambahan hutan dan pencuri kayu perlu dilakukan penegakan hukum 
secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, dan 
kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di 
hadapan hukum. Kejahatan penebangan kayu secara illegal atau biasa disebut 
illegal logging banyak terjadi di daerah atau kota kecil yang mempunyai 
kawasan hutan luas. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai salah satu pencegahan agar tidak 
terjadinya tindak pidana kehutanan (illegal logging).  
Adanya sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan akan 
menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Namun, 
kenyataannya, lahirnya regulasi di atas tetap saja tidak menyurutkan para 
pelaku kejahatan perambahan hutan secara ilegal untuk merambah hutan di 
Indonesia. Perusakan hutan telah menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang 
berdampak luar biasa. Maraknya praktek-praktek tindak pidana bidang 
kehutanan di tanah air menjadi keprihatinan berbagai pihak.8  
                                                 
7 Supriadi, Op Cit., hal. 310. 




Kasus perkara nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs merupakan salah satu 
kasus praktek tindak pidana kehutanan (illegal logging) yaitu perbuatan tindak 
pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki 
hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil 
hutan. Pada perkara ini terdakwa Januri bin Maksum menawarkan kayu jati 
yang tidak dilengkapi dengan sahnya hasil hutan kepada Toni bin Tarsa. Kayu 
tersebut didapat dengan cara menebang pohon kayu milik Perhutani KPH 
Balapulang yang dilakukan bersama dengan Kasum dan Sartono. Kemudian 
dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Toni bin Tarsa. 
Berdasarkan keterangan ahli Seger Supangat akibat dari perbuatan 
Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tanpa surat sahnya hasil hutan 
berupa SKAU, FAKO, SKSKB, SKSHH (barang hasil hutan yang dibawa dari 
penampungan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan), DK-304 (barang hasil 
hutan yang dibawa kepenampungan yang dikeluarkan dari pengawas hutan), 
faktur, maupun nota, maka Pihak Perum Perhutani mengalami kerugian dari 
hutan produksi milik Perum Perhutani yaitu pada petak 128 B-1 RPH 
Kalisalak BKPH Margasari KPH Balapulang, jika dilakukan perhitungan 
diketahui bahwa 5 (lima) batang kayu jati (tectonagrandis) hasil hutan 
berbentuk gelondongan dengan total jumlah kubikasi 0,919 M³ dapat dihitung 
nilai materiilnya yaitu sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga 




Suatu perbuatan yang dilakukan secara individual atau kelompok, 
perbuatan yang mengakibatkan pengrusakan hutan yang berdampak negatif 
salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (illegal logging) yang 
merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa 
kegiatan penebangan hutan (illegal logging) ini merupakan kegiatan yang 
unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar 
perencanaan yang telah ada.  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, setiap orang yang 
melakukan tindak pidana di kawasan hutan harus mempertanggung jawabkan 
perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal 
menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) pada 
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN.Bbs.” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 
untuk membatasi permasalahan penelitian, maka penulis merumuskan 
permasalahan ke dalam dua pertanyaan penelitian. 
1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana kehutanan (illegal logging) di 
Indonesia? 
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana kehutanan (illegal 




C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan ketentuan hukum tindak pidana kehutanan (illegal 
logging) di Indonesia?  
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana kehutanan (illegal 
logging) pada Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 
dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari 
penelitian ini, baik secara teoritis maupun dari secara praktis, antara lain:  
1. Secara teoritis, menambah pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya 
hukum pidana terkait dengan illegal logging. Hasil penelitian ini juga 
menambah kepustakaan keilmuan serta dapat dijadikan rujukan atau 
perbandingan bagi penelitian hukum sejenis selanjutnya.  
2. Secara praktis, sebagai masukan bagi pemerintah setempat untuk 
mengantisipasi praktik illegal logging dan bagi aparat penegak hukum 
yang menangani perkara terkait tindak pidana illegal logging agar 
menerapkan sanksi yang tepat untuk memberi efek jera para pelaku. Hasil 
penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman kepada 
masyarakat tentang sanksi hukum tindak pidana illegal logging sehingga 




E. Tinjauan Pustaka  
Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah 
sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan, berikut beberapa 
literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
1. Soeikromo, Deasy (2016), Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktik 
Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia, 
Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21, No. 5, Januari 2016.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pidana 
berlaku terhadap pelanggaran illegal logging dan dampak illegal logging 
bagi kelestarian hidup di Indonesia. Penelitian Soeikromo menggunakan 
metode ilmiah dengan metode penelitian kepustakaan, dengan pengolahan 
data menggunakan induksi, deduksi dan perbandingan.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa ketentuan hukum pidana yang 
dapat diberlakukan terhadap pelanggaran illegal logging, melalui 
penerapan sanksi menurut undang-undang yaitu bedasarkan Pasal 18 
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 dan Pasal 78 Undang-Undang 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni Barang siapa dengan 
sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah). Illegal logging memiliki dampak negatif bagi kelestarian 
lingkungan hidup di Indonesia. Dampak negatif illegal logging seperti 




sulitnya memprediksi cuaca yang mengakibatkan para petani yang 
merupakan mayoritas penduduk di Indonesia sering mengalami gagal 
panen. 
2. Winarno dan Budyatmojo (2013), Penegakkan Hukum Tindak Pidana 
Illeal logging (antara Harapan dan Kenyataan), Yustisia, Vol. 2, No. 2, 
Agustus 2013.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
penegakkan hukum illegal logging di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah 
yuridis normatif atau doktrinal. Sumber data yang digunakan sumber data 
sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan identifikasi isi 
dengan metode studi kepustakaan. Teknik analisis data digunakan teknik 
analisis kualitatif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak pidana illegal logging 
menunjukan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata 
rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal 
atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen 
atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses 
penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses eksport atau 
penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam 
perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu-kayu illegal 
hasil dari penebangan yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu 
sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada 




bekerja sama dengan oknum aparat, sehingg akayu-kayu tersebut 
memasuki pasar, maka sulit lagi diidentifikas mana yang merupakan kayu 
illegal dan mana yang merupakan kayu legal.  
3. Fadhillia, Listiya (2018), Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana 
Illegal Logging di Kabupaten Aceh Selatan, Jurnal Ilmiah mahasiswa 
Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, 
No. 2, Mei 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana illegal logging dan upaya untuk 
menanggulanginya. Penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, 
dilakukan berdasarkan wawancara dengan responden dan informan dengan 
tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan 
kebenaran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Kemudian penelitian 
kepustakaan untuk untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, 
konseptual yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diperoleh melalui 
wawancara terkumpulkan, kemudian data dianalisis yang sifatnya 
kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis dengan menggunakan 
metode induktif dan induktif. 
Hasil penelitian menunjukkan faktor terjadinya tindak pidana 
illegal logging ialah faktor ekonomi, masyarakat sendiri, kurangnya 




hutan. Upaya menanggulangi tindak pidana illegal logging mengadakan 
penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian 
hutan dan bahaya yang timbul akibat kerusakan hutan, mengadakan patroli 
rutin untuk mengawasi hutan dan kegiatan yang terjadi dikawasan hutan, 
serta menindak pelaku dengan sanksi hukum yang tegas. Hambatan dalam 
menanggulangi tindak pidana illegal logging saksi dan tersangka yang 
tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa, kurangnya jumlah 
penyidik pegawai negeri sipil kehutanan serta adanya oknum 
petugas/pejabat yang membekingi. 
4. Bawono, Bambang Tri dan Mashdurohatun, Anis (2018), Penegakkan 
Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan 
Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 
XXVI, No. 2, Agustus 2011.  
Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi 
kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik. Faktanya 
pemerintah terkesan seolah-seolah giat memberantas illegal logging, 
sementara pengadilan justru giat membebaskannya. perkembangan hukum 
lingkungan di Indonesia belum memasukkan nilai/prinsip seperti pada 
yurisprudensi Philipina. Hambatannya, sistem hukum Indonesia masih 
tetap terkait dengan pola gugatan dengan kerugian yang sudah riil. 
Kerugian dimasa depan belum bisa diterapkan secara riil, karena itu 





Faktor-faktor yang mempengahui yaitu (1) Peraturan dan kebijakan 
yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan ksususnya kejahatan 
lingkungan, (2) UU No. 23 Tahun 1997 jo UU No.32 Tahun 2009 tidak 
dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan, dan 
(3) Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan 
kuantitas, kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan 
dampak internasional, regional dan nasional. Penebangan hutan secara 
ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. 
Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, 
bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan 
hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga 
mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Dampak 
lain: Hilangnya paru-paru indonesia dan dunia, Pemanasan global, akan 
diikuti perubahan iklim seperti naiknya curah hujan di beberapa belahan 
bumi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, tetapi sebaliknya di 
belahan bumi lainnya mengalami kekeringan berkepanjangan.  
5. Siswahyudi, Arti; Haris, Oheo K.; dan Hidayat, Sabrina (2020), Kebijakan 
Hukum Pidana dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging, Halu 
Oleo Legal Research, Vol. 2, No. 3, Desember 2020.  
Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang 
diajukan atas sanksi denda terhadap negara sebagai korban. Studi ini 




pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta 
pendekatan kasus.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sanksi pidana 
pembayaran uang pengganti kepada korban sebagai bentuk kebijakan 
hukum pidana. Sebab selama ini dalam hukum pidana cenderung 
memberikan sanksi pidana untuk menjerakan pelaku, tetapi kurang 
berdampak pada korban. Korban yang dimaksud dalam hal ini adalah 
negara sehingga akhirnya uang pengganti yang dibayarkan tersebut negara 
yang akan menerimanya. 2) Sanksi pidana sebagai upaya penegakan 
hukum terakhir yang diterapkan setelah sanksi administrasi dan sanksi 
perdata dianggap tidak berhasil menyelesaikan illegal logging. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset 
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian 
yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data 
lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan 
maupun di tempat-tempat lain.9 Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 
penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data 
yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah 
data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. 
                                                 




2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 
Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.10 
Penelitian ini memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, 
dimana penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum 
sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.  
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar 
atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.11 
Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), 
dalam hal ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 
sekunder berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, teori 
hukum dan pendapat para sarjana untuk mendeskripsikan ketentuan hukum 
tindak pidana kehutanan (illegal logging) pada Putusan Nomor 110/Pid.Sus/ 
2020/PN Bbs. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara 
lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian 
dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber 
                                                 
10 Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 33. 




lainnya yang relevan.12 Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data 
yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud 
antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian 
ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.13 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.14 Sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana.  
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan 
primer.15 Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-
hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal 
penelitian, dan dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 
110/Pid.Sus/2020/PN Bbs 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder.16 Bahan tersier pada 
penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang 
berkaitan dengan tindak pidana kehutanan (illegal logging).  
                                                 
12 Sanusi, Anwar, Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hal. 32. 
13 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004, hlm. 30. 
14 Ashafa, Burhan, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103. 
15 Ibid., hal. 103. 




4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
dilakukan melalui data tertulis.17 Studi pustaka merupakan langkah awal 
dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan 
informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, 
gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 
penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi 
lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada 
situasi sosial yang diteliti.18 
Metode pengumpulan data atau cara yang digunakan oleh peneliti 
untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data utama berupa data 
sekunder, yaitu data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan 
dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah 
laku yang diobservasikan dari manusia.19 
                                                 
17 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2011, hal. 21. 
18 Sugiyono, Op Cit., hlm. 291. 




Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan 
menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti 
(makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. 
Analisis isi (content analysis) adalah sebuah metode analisis yang integratif 
dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, 
dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi 
dan relevansinya.20 Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk 
menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang 
bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).21 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data 
didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain putusan pengadilan, buku-
buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku 
yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan (illegal logging). Dari bahan 
yang sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan 
bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data 
yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan yaitu 
mendeskrisikan ketentuan hukum tindak pidana kehutanan (illegal logging) di 
Indonesia dan sanksi pidana terhadap tindak pidana kehutanan (illegal 
logging) pada pada Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs. 
                                                 
20 Bungin Burhan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 
hlm. 147. 




G. Sistematika Penulisan  
Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka 
diperlukan sistematika penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini 
memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika 
penulisan skripsi penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging). Bab ini memaparkan 
teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain tinjauan 
tentang hutan, tinjauan tentang tindak pidana, dan tinjauan tentang 
tindak pidana kehutanan (illegal logging).  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan 
pembahasan terkait dengan ketentuan hukum tindak pidana kehutanan 
(illegal logging) di Indonesia dan sanksi pidana terhadap tindak 
pidana kehutanan (illegal logging) pada Putusan Nomor 
110/Pid.Sus/2020/PN Bbs. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 
diuraikan simpulan dari penulis terkait dengan hasil penelitian dan 




TINDAK PIDANA KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING) 
 
A. Tinjauan tentang Hutan  
1. Pengertian Hutan  
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest 
(Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat 
dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di 
dalam hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti suatu daerah 
tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan 
burung-burung hutan.22 
Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang telah tersedia dan 
telah ada sejak bumi terbentuk serta tidak memiliki nilai yang bisa 
diperhitungkan. Kekayaan hutan tersebut perlu dijaga, dilindungi, dan 
dilestarikan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pengertian 
hutan menurut Arief adalah sebagai kumpulan pohon-pohon yang tumbuh 
rapat beserta tumbuhan memanjat dengan bunga yang memiliki warna yang 
beragam dimana memiliki peran penting dalam kehidupan. Sedangkan 
Damayanti menjelaskan hutan sebagai bagian integral dan tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan masyarakat setempat.23 
 
                                                 
22  Salim, H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 38. 
23 https://www.zegahutan.com/2020/05/pengertian-hutan-menurut-ahli-terlengkap.html, 




Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
menjelaskan definisi hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan. Pengertian hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tidak jauh beda dengan perubahan Undang-Undang tersebut, yakni 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan dimana hutan adalah suatu kesatuan 
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat 
dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. 
Mencermati beberapa pengertian tentang hutan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan yang berisi tumbuh-tumbuhan, alam, hewan, yang hidup 
dalam lapisan permukaan tanah sehingga membentuk iklim mikro yang khas 
serta berbeda dengan area luarnya. Namun secara sederhana, di dalam ilmu 
kehutanan hutan diartikan sebagai suatu kumpulan biologi yang di dominasi 
oleh pepohonan dan tanaman besar. Bila dilihat secara umum, negara kita 
Indonesia membagi hutan menjadi dua sisi yaitu status hutan dan fungsinya. 
Jika melihat dari status, akan diketahui pemilik dari suatu daerah hutan yang 
ada. Sedangkan jika dilihat dari fungsi hutan yang ada, fungsi hutan ini akan 






2. Jenis-Jenis Hutan  
Indriyanto membagi jenis-jenis hutan menjadi lima jenis yaitu hutan 
lindung, hutan produksi, hutan konservasi, hutan negara, dan hutan hak. 
Adapun penjelasan dari masing-masing jenis hutan sebagai berikut: 
a. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut san 
memelihara kesuburan tanah.  
b. Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan.  
c. Hutan Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang 
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 
satwa serta ekosistemnya.  
d. Hutan Negara, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah 
milik. Hutan negara dapat berupahutan adat, yaitu hutan negara yang 
diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hujum adat.  
e. Hutan Hak, yaitu hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik 
masyarakat dan hutan tersebut dapat dimiliki oleh warga masyarakat, baik 
secara individu maupun bersana-sama atau badan hukum.24 
Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
                                                 




menjadi Undang-Undang, membagi empat jenis hutan yaitu berdasarkan 
statusnya, fungsinya, tujuan khusus, dan pengaturan iklim mikro, estetika dan 
resapan air. Keempat jenis hutan itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Hutan berdasarkan statusnya, adalah suatu pembagian hutan yang 
didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau 
institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan 
terhadap hutan tersebut (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan). Hutan berdasarkan statusnya di bagi dua macam, 
yaitu:  
1) Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani 
hakatas tanah  
2) Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak ke atas tanah. Yang termasuk dalam kulifikasi hutan 
negara yaitu: 
a) Hutan adat, adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaanya 
kepada masyarakat hukum adat (rechtgemeenschap). 
b) Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan di 
manfaatkan untuk kesejateraan desa. 
c) Hutan Kemasyarakatan, adalah hutan negara yang pemanfaatannya 
untuk memberdayakan masyarakat. 
b. Hutan berdasasarkan fungsinya, adalah penggolongan hutan yang 
didasarkan pada kegunaanya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-




Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang). Hutan ini, digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 
1) Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang 
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 
satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari tiga macam:  
a) Kawasan hutan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu 
yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawassan pengawetan 
keankekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang 
juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 
b) Kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutandengan ciri khas yang 
tertentyang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem 
penyangga penghidupan pengawetan keanekaragaman jenis 
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya. 
c) Taman buru, adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat 
wisata berburu. 
2) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, 
dan memelihara kesuburan tanah. 
3) Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 




c. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan 
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk 
kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8, Undang-Undang No. 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang). Syaratnya tidak 
merubah fungsi pokok kawasan hutan. 
d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di 
setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota 
adalah hutan yang berfungsi sebagai resapan air (Pasal 9, Undang-Undang 
No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang No. 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang). 
Posisi Indoenesia berada di garis khatulistiwa, menjadikan Indonesia 
berada dalam kawasan tropis, artinya cuaca mengirinya berimbang antara 
hujan dan kemarau. hal ini berdamapak pada perkembangan jenis-jenis hutan. 
Hutan di Indonesia memiliki keragaman dikarenakan dukungan lingkungan 
dan kondisi tanah yang sesuai bagi perkembangan aneka ragam tanaman di 
Indonesia. Jenis hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua jenis hutan 
yaitu hutan hak dan negara, sedangkan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 
tiga jenis yaitu hutan konservasi, lindung, dan produksi. Kemudian 
berdasarkan tujuan hutan, penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan religi dan budaya, 




B. Tinjauan tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu kata straf yang umumnya 
disebut dengan istilah hukum. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukum, 
karena hukum sudah lazim terjemahan dari Recht. Pidana lebih tepat 
didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan 
oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum 
baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara 
khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.25 
Tindak pidana atau delik dalam bahasa tersebut, terdiri atas tiga kata, 
yaitu straf, baar dan feit. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki 
arti: straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat 
dan boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan.26 Mencermati istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat 
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Berikut penjelasan dari beberapa 
ahli hukum terkait dengan rumusan tindak pidana.  
Strafbaar feit secara teoritis menurut Pompe dapat dirumuskan sebagai 
suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja 
telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
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kepentingan hukum.27 Utrecht mendefinisikan strafbaar feit dengan istilah 
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu 
perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, 
maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan).28 
Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada 
apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, 
perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan 
masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah 
yang berhubungan erat dengan kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses 
penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana 
menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan 
perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.29  
Istilah yang dipergunakan para ahli hukum dalam merumuskan tindak 
pidana sebagai terjemahan strafbaarfeit, maka tindak pidana merupakan 
perbuatan yang dilarang undang-undang atau diancam dengan hukum. Ada 
beberapa syarat untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana, yaitu: a) 
Harus ada perbuatan manusia; b) Perbuatan manusia itu betentangan dengan 
hukum; c) Perbuatan itu dilarang undang-undang dan diancam dengan pidana; 
d) Perbuatan itu dilakukan orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan e) 
Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.30 
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Berdasarkan penjelasan para ahli hukum dalam merumuskan definisi 
tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan 
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana 
penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum. Perbuatan pidana merupakan suatu 
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan hukum 
pidana dimaksudkan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih 
mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah 
sebagai berikut: perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak 
berbuat atau membiarkan); diancam dengan pidana (statbaar gesteld); 
melawan hukum (onrechmatig); dan dilakukan dengan kesalahan (met schuld 
in verband stand).31  Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak 
pidana harus dipenuhi unsur adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan 
dalam syarat formal, dan bersifat melawan hukun. Selanjutnya Jonkers 
menyebutkan unsur-unsur tindak pidana antara lain perbuatan (yang), 
melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh 
orang yang dapat), dan dipertanggung jawabkan.32 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum 
menjabarkan unsur tindak pidana ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur 
subjektif dan unsur objektif.33 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Unsur Subjektif, adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. 
Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan kesengajaan 
dan kealpaan.  
b. Unsur Objektif, adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri empat 
unsur, yaitu: 
1) Perbuatan manusia, berupa act (yakni perbuatan aktif atau perbuatan 
positif) dan omission (yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan),  
2) Akibat perbuatan manusia. Akibat membahayakan atau merusak, 
bahkan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.  
3) Keadaan-keadaan. Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara 
lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah 
perbuatan dilakukan, dan  
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum 
berkenaan dengan alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. 
Adapun sifat melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan 
dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
                                                 





Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 
(dunia). Unsur-unsur tindak pidana menurut Prasetyo, antara lain: 
a. Unsur Objektf, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-
tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari sifat melanggar hukum, 
kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.  
b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:  
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa),  
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat 
(1) KUHP,  
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya,  
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam Pasal 340 
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan  




                                                 




C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) 
1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) 
Pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang 
ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi 
illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, illegal berarti tidak 
sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Log adalah kayu gelondongan 
(logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian). 
Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat dikatakan bahwa illegal 
logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke 
tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum.  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil 
Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung 
Putting, menyamakan istilah illegal logging dengan istilah penebangan kayu 
illegal.35 Secara umum Illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang 
kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup 
penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk 
ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum 
yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.36 
Definisi illegal logging menurut Tacconi adalah kegiatan illegal yang 
berkatan  dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan dan hewan, industri terkait  
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hutan dan juga produk hutan kayu dan non kayu. Sedangkan aktifitas illegal 
logging adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan 
melanggar ketentuan perundangan nasional dan internasional.37 Illegal logging 
adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek 
ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak 
melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka illegal logging 
mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan 
lingkungan.38  
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa illegal logging 
mengandung makna kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan 
rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan 
hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau 
bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat 
menimbulkan kerusakan hutan. Perbuatan illegal logging merupakan suatu 
kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek 
ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.  
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Illegal Logging 
Terjadinya kegiatan penebangan liar (illegal logging) di Indonesia 
didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu: 
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a. Masalah Sosial dan Ekonomi. Sekitar 60 juta rakyat Indonesia sangat 
tergantung pada keberadaan hutan, dan pada kenyataannya sebagian besar 
dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka 
terhadap sumber daya hutan rendah. Kondisi kemiskinan tersebut 
kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, 
yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat 
untuk melakukan penebangan liar (illegal logging).  
b. Kelembagaan. Sistem pengusahaan melalui HPH (Hak Pengusahaan 
Hutan) telah membuka celah-celah dilakukannya penebangan liar, 
disamping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu, 
penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil 
oleh daerah telah menimbukan peningkatan fragmentasi hutan. 
c. Kesenjangan Ketersediaan Bahan Baku. Terdapat kesenjangan penyediaan 
bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik 
yang mencapai sekitar 37 juta m3 per tahun telah mendorong terjadinya 
penebangan kayu secara liar. Disamping itu terdapat juga permintaan kayu 
dari luar negeri, yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu 
dalam jumlah besar. 
d. Lemahnya Koordinasi. Kelemahan koordinasi antara lain terjadi dalam hal 
pemberian ijin industri pengolahan kayu antara instansi perindustrian dan 
instansi kehutanan serta dalam hal pemberian ijin eksplorasi dan 
eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi 




antara instansi terkait, seperti kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan. 
e. Kurang Komitmen dan Lemah Law Enforcement. Rendahnya komitmen 
terhadap kelestarian hutan menyebabkan aparat pemerintah, baik pusat 
maupun daerah, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, banyak terlibat 
dalam praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berkaitan dengan 
penebangan liar.39 
Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (illegal logging) 
menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik 
kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan 
masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan 
merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. 
3. Ketentuan Hukum Mengenai Illegal Logging 
Kerusakan kawasan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap 
aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan social politik terutama yang 
berkaitan dengan aksessibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan. Laju 
kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti 
penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, lemahnya pengendalian 
dan pengawasan terhadap operasinalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan 
kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman 
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dan/atau untuk kepentingan pembangunan lainnya yang tidak dapat dipungkiri 
kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran 
terhadap sumber daya hutan.40 
Kewenangan pemerintah sebagai pemegang peran dalam penguasaan 
dan pengelolaan sumber daya hutan dituangkan dalam Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 4 dan juga diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana menyebutkan bahwa semua hutan 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.41  
Sementara itu, menurut Sukardi, bahwa illegal logging secara harfiah 
yaitu menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang 
bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.42 Lebih lanjut 
menurut Prasetyo, ada 7 dimensi dari kegiatan illegal logging yaitu: 
a. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada 
izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;  
b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang 
sesuai peraturan;  
c. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan 
konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan; 
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d. Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi), tidak ada batas 
diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal 
perusahaan; 
e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;  
f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan 
g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun cirri 
fisik kayu atau kayu diselundupkan.43 
Dalam pendekatan sederhana dapat diartikan illegal logging 
(pembalakan liar) sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan 
perundang-undangan. Sebagian kelompok menyebut illegal logging dengan 
kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin. Namun 
esensi dari illegal logging adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada 
kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena 
kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka 
illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak 
pada perusakan lingkungan.44 
Selain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, juga diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Dimana keduanya 
mengatur  dua  macam  perbuatan  pidana  yakni  kejahatan  dan  pelanggaran,  
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sedangkan sanksi pidana ada tiga yakni pidana pejara, pidana kurungan dan 
pidana denda serta perampsan benda yang digunakan untuk melakukan 
kejahatan dan atau pelanggaran. Aturan tersebut diterapkan terhadap kejahatan 
illegal logging sebagai instrument pelengkap.  
Tindak pidana illegal logging juga diatur di luar bidang kehutanan 
yakni dalam KUHP, hal ini kaitannya secara umum terhadap kejahatan illegal 
logging dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan yakni: 
a. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP). Unsur 
pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging berangkat 
dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengeloalaan hutan 
yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan 
untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Illegal logging pada 
hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang 
ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin 
namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over 
atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki. 
b. Pencurian (Pasal 362 KUHP). Kegiatan penebangan kayu dilakukan 
dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil 
manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi 
ada ketentuan hukum yang mangatur tentang hak dan kewajiban dalam 
pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang 




Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya 
menurut hukum. 
c. Penyelundupan. Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, 
bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak 
pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan 
penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh 
karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik 
orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan 
kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal 
logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. 
d. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP). Pemalsuan surat atau pembuatan surat 
palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang 
isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga 
menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat 
menerbitkan: suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang 
dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman 
pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah 
penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. 
e. Penggelapan (Pasal 372-377KUHP). Kejahatan illegal logging antara lain: 
seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, 
penebangan yang melebihi target kota yang ada (over capasity), dan 




adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam 
SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. 
f. Penadahan (Pasal 480 KUHP). Dalam KUHP penadahan yang kata 
dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau 
sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya 
“heling” (Penjelasan Pasal 480 KUHP).  
4. Sanksi Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) 
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi 
yang dapat dikenakan kepada pelaku illegal logging yaitu: 
a. Sanksi pidana. Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok 
berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa 
perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan 
kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang, badan 
hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan 
ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. 
b. Sanksi Administratif. Dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan 
terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi 
administratifnya berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang 
ditimbulkan berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tidak 
lain yang diperlukan, sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pemegang 
izin berupa denda, penghentian, pengurangan areal, atau pencabutan izin. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) di 
Indonesia 
Tindak pidana disinonimkan dengan delik, kata delik berasal dari 
bahasa Latin yakni delictum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik 
artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Konsepsi illegal logging 
diungkapkan Srihadiono, bahwa pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan) terdapat ketentuan-ketentuan 
tentang aktifitas illegal logging yakni terdapat dalam Pasal 50. Berdasarkan 
Undang-Undang Kehutanan bahwa aktifitas illegal logging dibatasi dengan 
pernyataan “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di 
dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.45  
Secara rinci, undang-undang ini menyebutkan tindakan kriminal 
lainnya yaitu menebang pohon dari hutan konservasi dan hutan lindung, 
menebang melebihi izin, pihak ketiga tanpa izin menebang di dalam kawasan 
Hak Pemanfaatan Hutan (HPH) dan menggunakan izin tebang untuk lokasi. 
Pengertian illegal logging menurut Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global 
Forest Watch adalah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan 
dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai 
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dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara Suarga mengatakan 
bahwa illegal logging adalah sebuah praktek eksploitasi hasil hutan berupa 
kayu dari kawasn hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau 
pemanfaatan dan perdaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil 
tebangan yang tidak sah.46  
Mengingat istilah illegal logging tidak didefinisikan dalam Undang-
Undang Kehutanan, maka penulis melakukan penafsiran terhadap substansi 
Undang-Undang Kehutanan yakni dengan cara menafsirkan arti perkataan 
(istilah). Berikut ketentuan hukum tindak pidana kehutanan (illegal logging) 
di Indonesia.  
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya 
Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan 
sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga 
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa 
beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi 
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 
Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan 
mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 
                                                 




ekosistemnya, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Ketentuan dalam penanggulangan pencegahan dan pemberantasan 
perusakan hutan atau tindak pidana di bidang kehutanan termasuk di 
dalamnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam 
ketentuan undang-undang ini, diatur dua macam perbuatan pidana yaitu 
kejahatan dan pelanggaran sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana 
penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Berikut pasal-pasal dalam 
undang-undang ini yang terkait dengan tindak pidana di bidang kehutanan. 
Pasal 19: 
1. Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan 
perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. 
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tidak termasuk 
kegiat an pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka 
marga satwa. 
3. Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi 
dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan 
satwa lain yang tidak asli. 
 
Pasal 21: 
1. Setiap orang dilarang untuk :  
a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, 
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang 
dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; 
b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya 
dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke 
tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. 
2. Setiap orang dilarang untuk :  
a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 
dilindungi dalam keadaan hidup; 
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 




c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia 
ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 
d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau 
bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang 
dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya 
dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar 
Indonesia; 
e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, 




1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan 
perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. 
2. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi 
dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan 
satwa lain yang tidak asli. 
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan 
fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman 
hutan raya, dan taman wisata alam. 
 
Pasal 40: 
1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 
2. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) 
serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta 
rupiah). 
3. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah). 
4. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) 
serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah). 
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 





Perbuatan pidana atau tindak pidana dalam undang-undang ini 
terkait dengan tindak pidana kehutanan (illegal logging), ditentukan dalam 
ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sistem pemidanaan atau ketentuan 
sanksi pidana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4). Sedangkan unsur-
unsur perbuatan pidana lainya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33 dan 
sanksi pidananya ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3). 
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
Berdasarkan rangkaian arti perkataan yang terdapat pada substansi 
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana salah 
satu pasalnya yakni di Pasal 50 dianggap mengandung makna atau arti 
mengenai aktifitas illegal logging.  
Pasal 50: 
1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan saran perlindungan hutan 
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin 
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu 
dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan 
kerusakan hutan. 
3. Setiap orang dilarang: 
a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan 
hutan secara tidak sah; 
b. Merambah kawasan hutan; 
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius 
atau jarak sampai dengan: 
- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 
- 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di 
daerah rawa; 
- 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 
- 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
- 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang 
terendah di tepi pantai. 




e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan 
didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang. 
f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima 
titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau 
patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 
dipungut secara tidak sah. 
g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau 
eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin 
Menteri. 
h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan. 
i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak 
ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang 
berwenang. 
j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau 
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di 
dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang. 
k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa 
izin pejabat yang berwenang. 
l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan 
kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan 
fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, dan 
m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhtumbuhan dan 
satwa liar yang tidak dilindungi undangundang yang berasal dari 
kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. 
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut 
tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Berdasarkan substansi Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan di 
atas, dapat disimpulkan mengenai aktifitas illegal logging, yaitu meliputi 
kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang antara lain:  
a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dalam radius atau 
jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau 
danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di 




puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman 
jurang dari tepi jurang, dan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang 
tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai,  
b. melakukan kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut 
hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat 
yang berwenang;  
c. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, atau hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak 
sah; 
d. melakukan kegiatan menyangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 
yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya 
hasil hutan;  
e. melakukan kegiatan membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya 
yang lazim atau patut diduga akan digunakan unntuk mengangkut hasil 
hutan dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; dan  
f. melakukan kegiatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan 
tanpa izin pejabat yang berwenang. 
Istliah illegal logging di Indonesia dalam perkembangannya telah 
digunakan pada beberapa produk hukum pemerintahan Republik 
Indonesia. Kegiatan penanggulangan tindak pidana dibidang kehutanan 
dengan menggunakan instrumen yang ada dalam ketentuan Undang-




ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (m) dan 
ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 77 dan 78 sebagian besar 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, menyebutkan bahwa 
ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf (a), huruf (f), huruf (g), 
huruf (h), huruf (j), serta huruf (k) dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) 
mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) 
mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf (a) dan huruf 
(b), ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusahakan Hutan 
Penebangan liar (Illegal logging) adalah salah satu bentuk 
kejahatan dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara spesifik dalam 
suatu ketentuan undang-undang tersendiri. Tindak pidana kehutanan 
menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan dalam Bab IV tentang 
Pemberantasan Pengerusakan Hutan, Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan 
Perusakan Hutan dan ketentuan pidana diatur dalam Bab X. Dasar adanya 
perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan. Berikut 





a. Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan 
Pasal 11 
(1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara 
terorganisasi. 
(2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan 
kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, 
yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak 
secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan 
melakukan perusakan hutan. 
(3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam 
dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan 
tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan 
hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan 
tidak untuk tujuan komersial. 
(4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar 
kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan 
hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan 
tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan 
konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak 




Setiap orang dilarang: 
a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak 
sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; 
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 
memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;  
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak 
sah; 
d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 
dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; 
e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; 
f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa 
izin pejabat yang berwenang; 
g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnyayang lazim atau 
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di 




h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar; 
i. mengedarkan kayu hasilpembalakan liar melalui darat, perairan, 
atau udara; 
j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, 
atau udara; 
k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari 
pembalakan liar; 
l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak 
sah; dan/atau 
m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. 
 
Pasal 13 
(1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan 
penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan 
radius atau jarak sampai dengan: 
a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 
b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di 
daerah rawa; 
c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 
d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau 
f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang 
terendah dari tepi pantai. 
(2) Penebangan pohon yang dilakukan dalamkawasan 
hutansebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dikecualikan 
untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak 
dapatdihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri. 
 
Pasal 14 
Setiap orang dilarang: 
a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau 
b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang 
palsu. 
 
Pasal 15  
Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan 






Pasal 16  
Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib 
memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil 
hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 17 
(1) Setiap orang dilarang: 
a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau 
patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan 
penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam 
kawasan hutan tanpa izin Menteri; 
b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan 
tanpa izin Menteri; 
c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang 
berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan 
tanpa izin; 
d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil 
tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin; dan/atau 
e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari 
kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. 
(2) Setiap orang dilarang: 
a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim 
atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan 
perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam 
kawasan hutan tanpa izin Menteri; 
b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam 
kawasan hutan; 
c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang 
berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa 
izin;  
d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil 
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin; dan/atau 
e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari 
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin. 
 
Pasal 18 
(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, 
Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) 
huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum 
atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: 
a. paksaan pemerintah; 
b. uang paksa; dan/atau 




(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata carapenerapan sanksi 




Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia 
dilarang: 
a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; 
b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; 
c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar 
dan/ atau penggunaankawasan hutan secara tidak sah; 
d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung; 
e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidaksah; 
f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi 
kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah 
untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar 
negeri; 
g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah 
bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya; 
h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, 
menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar 
negeri, dan/atau menukarkan uang atausurat berharga lainnya serta 
harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga 
merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau 
i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang 
diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar 
dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 
 
Pasal 20  
Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan 
secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. 
 
Pasal 21 
Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar 








Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah. 
 
Pasal 23 
Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman 
terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan 




Setiap orang dilarang:  
a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau 
penggunaan kawasan hutan;  
b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu 
dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau 
c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri. 
 
Pasal 25 
Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan 
hutan. 
 
Pasal 26  
Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal 
batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas 
kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang 
mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan. 
 
Pasal 27 
Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan 
tindakan sesuai dengan kewenangannya. 
 
Pasal 28 
Setiap pejabat dilarang: 
a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau 
penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak 
sesuai dengan kewenangannya; 
b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau 
izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 




d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; 
e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; 
f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;  
g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; 
dan/atau 
h. lalai dalam melaksanakan tugas. 
 
b. Ketentuan Pidana Perbuatan Perusakan Hutan 
Pasal 82 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak 
sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a; 
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 
memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau 
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara 
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di 
dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 
(dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 
(3) Korporasi yang: 
a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak 
sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a; 
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 
memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau  
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara 
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 






(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan 
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf d; 
b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu 
yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan 
sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf e; dan/atau 
c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari 
hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf h 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: 
a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan 
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf d;  
b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu 
yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan 
sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf e; dan/atau 
c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari 
hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf h 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) 
bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan 
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan 
hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana 
denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(4) Korporasi yang: 
a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan 





b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu 
yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan 
sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf e; dan/atau 
c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari 
hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf h 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
 
Pasal 84 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat 
yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam kawasanhutan tanpa izin pejabat 
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-
alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat 
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) 
bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat 
tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling 
lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 







(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat 
berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga 
akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana 
denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 




(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, 
perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf i; dan/atau  
b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui 
sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf j 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
(2) Korporasi yang: 
a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, 
perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf i; dan/atau 
b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui 
sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf j 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 






(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima 
titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui 
berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf k; 
b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu 
yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 
dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf l; dan/atau  
c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf m 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: 
a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima 
titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui 
berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf k; 
b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu 
yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 
dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf l; dan/atau 
c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf m 
dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 8 (delapan) 
bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat 
tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan 
dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana dendapaling 
sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling 






(4) Korporasi yang: 
a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima 
titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui 
berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf k; 
b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu 
yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 
dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf l; dan/atau 
c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf m 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
 
Pasal 88 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki 
dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil 
hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; 
b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu 
dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan 
kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; 
dan/atau 
c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan 
kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 
(2) Korporasi yang: 
a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki 
dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil 
hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; 
b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu 
dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan 





c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan 
kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15  
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
 
Pasal 89 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan 
tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) huruf b; dan/atau 
b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnyayang 
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan 
kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang 
di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
(2) Korporasi yang: 
a. melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan 
tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) huruf b; dan/atau 
b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang 
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan 
kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang 
di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 




(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau 
menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan 
penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 




Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 
tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah). 
 
Pasal 91 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil 
tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau 
b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang 
dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Korporasi yang: 
a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil 
tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau 
b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang 
dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (1) huruf e 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
 
Pasal 92 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di 
dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) huruf b; dan/atau 
b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya 
yanglazim atau patut diduga akan digunakan untuk 




kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Korporasi yang: 
a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteridi dalam 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(2) huruf b; dan/atau  
b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang 
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan 
kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di 
dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 




(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan 
yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam 
kawasanhutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf c; 
b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil 
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau 
c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari 
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf e 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:  
a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan 
yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) huruf c; 
b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil 




kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau 
c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari 
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf e 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3) Korporasi yang: 
a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan 
yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) huruf c; 
b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil 
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau 
c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasilkebun dari 
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf e  
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas)tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
 
Pasal 94 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; 
b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c; 
c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sahsecara langsung atau tidak langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau 
d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah 
menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan 
hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di 
dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam 




dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
(2) Korporasi yang:  
a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; 
b. melakukan permufakatan jahat untukmelakukan 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c; 
c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau 
d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah 
menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan 
hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di 
dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 huruf f 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) 
tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling 
sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 
 
Pasal 95 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan 
mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan 
limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g; 
b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, 
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan 
uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan 
lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan 
hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 huruf h; dan/atau 
c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang 
diketahui atau patut diduga berasaldari hasil pembalakan 
liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) 




paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: 
a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan 
mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan 
limbahnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 huruf g; 
b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, 
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan 
uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan 
lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan 
hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 huruf h; dan/atau  
c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang 
diketahui atau patut diduga berasaldari hasil pembalakan 
liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(3) Korporasi yang: 
a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan 
mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan 
limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g; 
b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, 
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan 
uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan 
lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan 
hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 huruf h; dan/atau 
c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang 
diketahui atau patut diduga berasaldari hasil pembalakan 
liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) 
tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling 
sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan 







(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu 
dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; 
b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau 
c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hurufc 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
(2) Korporasi yang: 
a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu 
dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; 
b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau 
c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
 
Pasal 97 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau 
b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar 
kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas 
kawasan hutan yang berimpit dengan batas negarayang 
mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: 
a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan 




b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar 
kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas 
kawasan hutan yang berimpitdengan batas negarayang 
mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) 
bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(3) Korporasi yang:  
a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau  
b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar 
kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas 
kawasan hutan yang berimpit dengan batas negarayang 
mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
 
Pasal 98 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta 
melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) 
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah). 
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta 
melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 
(dua) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu 
terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 





(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana 
yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan 
danayang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah). 
(3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari 
hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) 
tahun danpaling lama seumur hidup serta pidana denda paling 
sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 
 
Pasal 100 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, 
merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun 
tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 
(2) Korporasi yang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan 
secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan 
pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 








(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu 
hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) 
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliarlima ratus jutarupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di 
sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) 
tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah) paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 
(3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang 
berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana 
denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 




(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi 
dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di 
sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 







(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi 
dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang 
melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar 
dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 
(2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman 
terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan 
pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana dendapaling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
 
Pasal 104 
Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran 
terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12sampai dengan Pasal 17dan Pasal19, tetapi tidak 
menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)dan paling banyak 
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 105  
Setiap pejabat yang: 
a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau 
penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak 
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf a; 
b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin 
penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b; 
c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf c; 
d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 




e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e; 
f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau 
g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan 
tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf g 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 
Pasal 106 
Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
 
Pasal 107 
Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 yang 
melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari 
ancaman pidana pokok. 
 
Pasal 108 
Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 
huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang 
pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman 
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari 
pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini 
dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 
 
Pasal 109 
(1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, 
penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan 
liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan 
dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi 
dan/atau pengurusnya.  
(2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, 




dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan 
korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama. 
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, 
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 
(4) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar 
menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula 
memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang 
pengadilan. 
(5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya 
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai 
denganPasal 103. 
(6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi 
pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian 
perusahaan. 
 
Illegal logging merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam 
bidang kehutanan yang belum diatur secara spesifik dalam suatu ketentuan 
undang-undang tersendiri. Para praktisi hukum menafsirkan pengertiannya 
secara sendiri-sendiri mengenai istilah tersebut. Dasar adanya perbuatan 
illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Kasus perbuatan perusakan hutan 
(illegal logging) diatur pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 28 dan 
ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109. 
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang 
dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu delik-delik 
kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya 




tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam 
beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu: 
a. Pengrusakan  
Perbuatan pengerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 
sampai Pasal 412 KUHP, terhadap perkara tindak pidana perusakan 
hutan atau dalam tindak pidana kehutanan, berkaitan dengan 
pengerusakan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2013, terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dinyatakan bahwa “setiap 
orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan 
dan/atau merusak, memindahkan atau menghilangkan pal batas luar 
kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan atau batas kawasan hutan 
yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan 
bentuk dan atau luasan kawasan hutan”. 
Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal 
logging berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam 
sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan 
pegawasan terhadap hutan untuk menjamin kelestarian fungsi hutan. 
Illegal logging pada hakekatnya merupakan kegitan yang menyalahi 
ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi 
maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada 






b. Pencurian  
Kegiatan penebangan liar dalam kawasan hutan atau sering 
disebut dengan istilah illegal logging merupakan perbuatan pidana 
pencurian dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tujuan dari 
kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa 
kayu tersebut (untuk dimiliki). Pasal 362 KUHP disebutkan “barang 
siapa mengmabil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana”, perbuatan 
tersebut dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, 
terdapat dalam Pasal 12 huruf (a), (b) dan (c), yaitu “menebang pohon 
dalam kawasan hutan tidak sesuai izin, tanpa memiliki izin atau secara 
tidak sah. 
Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan 
tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil mamfaat dari hasil 
hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi pada 
ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban 
pemamfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang 
bertentangan dengan ketentuan itu berarti keiatan yang melawan 
hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan 
menjadi haknya menurut hukum. 
c. Peredaran Kayu Secara Illegal 
Peredaran kayu tanpa dokumen sah (illegal logging) marak 




lapangan melakuakan penebangan dengan dalih bahwa mereka 
menebang kayu di lokasi ladang mereka sendiri.kemudian mereka jual 
para pembeli kayu lokal selaku penampung kayu. Penampung kayu 
inilah kemudian mengolah kayu di lokasi ladang mereka sendiri. 
Kemudian mereka jual para pembeli kayu lokal selaku penampung 
kayu. Penampung kayu inilah kemudian mengolah kayu secara 
moulding.  
Sebenarnya penegakan hukum terhadap illegal logging telah 
dilakukan sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang 
pokok-pokok Kehutanan, namun ancaman terhadap tindak pidana 
tersebut seperti menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu 
hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-
pasal dalam KUHP tentang Pencurian. Setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap perbuatan 
memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang 
dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 75 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang ancaman pidananya 
lebih berat dibandingkan dengan dikenai Pasal-pasal dalam KUHP. 
Tindak pidana ini dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 50 (3) huruf 
f dan h UU No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, 






5. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP) 
Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut 
penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan 
semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga 
menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang 
menerbitkan: suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat 
yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. 
Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP 
ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 
tahun.  
Praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu modus 
operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan 
kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan 
keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur 
secara tegas dalam Undang-Undang Kehutanan. Perbuatan pidana 
Pemalsuan dalam KUHP direformulasikan kedalam keten-tuan 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur dalam ketentuan Pasal 
24 huruf a, b, dengan ketentuan memalsukan surat izin pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan, menggunakan 
izin palsu dan/atau memindahtangankan atau menjual izin yang 





6. Penggelapan (Pasal 372-377 KUHP) 
Kejahatan illegal logging antara lain: seperti over cutting yaitu 
penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang 
melebihi target kuota yang ada (over capacity), dan melakukan 
penebangan sistem tebang habis sedangkan izin yang dimiliki adalah 
sistem tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSH 
yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. Penggelapan 
sebagimana diatur dalam KUHP tesebut diatur khusus dalam ketetuan 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tetang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. 
7. Penadahan (Pasal 480 KUHP) 
Dalam KUHP, penadahan yang kata dasarnya tadah adalah 
sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau 
pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” 
(Penjelasan Pasal 480 KUHP). Perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan 
membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga dari 
hasil kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan 
barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman 
pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).  
Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu 
ilegal baik di dalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu 




penjual maupun pembeli. Modus inipun telah diatur dalam Pasal 50 
ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan.  
Perbuatan penadahan atau persekongkolan atau pertolongan 
jahat dalam ketentuan yang terdapat di Undang-undang Nomor 18 
tahun 2013 tetang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
dapat di persamakan sebagai perbuatan yang diatur dalam Pasal 19 
huruf a, c, d, f, g, h, i, dalam ketentuan dinyatakan sebagai perbuatan, 
menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan penebangan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, melakukan 
permupakatan jahat, mendanai, mengubah status pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan, bahkan pesekongkolan dalam 
menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, 
menitipkan dan/atau menukarkan surat berharga lainnya serta harta 
kekayaan lainnya dan/atau menyembunyikan atau menyamarkan yang 
diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. 
B. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) pada 
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs 
Illegal logging mengandung makna kegiatan dibidang kehutanan atau 
yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, 
pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) 




atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Perbuatan illegal 
logging merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan 
sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. 
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi 
yang dapat dikenakan kepada pelaku illegal logging yaitu sanksi pidana dan 
sanksi administrasi. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi pidana yang 
digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta 
pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai 
untuk melakukan kejahatan. Sanksi administratif dikenakan terhadap 
pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran 
tanpa izin, sanksi administratifnya berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat 
kerusakan yang ditimbulkan berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi 
hutan atau tidak lain yang diperlukan, sedangkan sanksi yang diberikan 
terhadap pemegang izin berupa denda, penghentian, pengurangan areal, atau 
pencabutan izin. 
Kasus perkara nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs merupakan salah satu 
kasus praktek tindak pidana kehutanan (illegal logging), di mana perbuatan 
tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut 
serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau 
memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya 
hasil hutan. Pada perkara ini terdakwa Januri bin Maksum menawarkan kayu 




Kayu tersebut didapat dengan cara menebang pohon kayu milik Perhutani 
KPH Balapulang yang dilakukan bersama dengan Kasum dan Sartono. 
Kemudian dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Toni bin 
Tarsa. 
Berdasarkan keterangan ahli Seger Supangat akibat dari perbuatan 
Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tanpa surat sahnya hasil hutan 
berupa SKAU, FAKO, SKSKB, SKSHH (barang hasil hutan yang dibawa dari 
penampungan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan), DK-304 (barang hasil 
hutan yang dibawa kepenampungan yang dikeluarkan dari pengawas hutan), 
faktur, maupun nota, maka Pihak Perum Perhutani mengalami kerugian dari 
hutan produksi milik Perum Perhutani yaitu pada petak 128 B-1 RPH 
Kalisalak BKPH Margasari KPH Balapulang, jika dilakukan perhitungan 
diketahui bahwa 5 (lima) batang kayu jati (tectonagrandis) hasil hutan 
berbentuk gelondongan dengan total jumlah kubikasi 0,919 M³ dapat dihitung 
nilai materiilnya yaitu sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga 
belas ribu rupiah). 
Berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan 
lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah fakta hukum yang 
terungkap dipersidangan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, 
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta 




sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
Mencermati pembahasan pada bahasan sebelumnya perbuatan 
terdakwa telah melakukan perbuatan perusakan hutan yang diatur dalam Pasal 
12 huruf e yaitu “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu 
yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”. 
Adapun ancaman pidananya terdapat pada Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).” 
Adapun Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang penyertaan dalam 
tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar 
melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan pidana. Dimana dalam kasus tersebut Terdakwa 
melakukan tindak pidana tidak sendirian tetapi berasama-sama yaitu 
terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Sdr. Kasum (DPO) 
dan Sdr. Ciswanto (DPO) mengangkut kayu jati berbentuk gelondongan 
tersebut kepada Saksi Toni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand 




sejumlah Rp2.000.000,00. Sehingga Pasal ini disematkan kepada beberapa 
orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 
Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP, sebagai berikut: 
1. Unsur orang perseorangan; 
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan 
kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya 
hasil hutan; 
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang 
turut serta melakukan perbuatan. 
Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan kesimpulan hakim 
semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Maka Terdakwa dinyatakan 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut 
serta dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu 
yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”. 
Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 
Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, tidak terlepas dari apa 




mengenai aturan tersebut. Mengingat hakim tidak hanya berdasar dari apa 
yang ada dalam persidangan saja melainkan majelis hakim haruslah 
menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, 
yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara 
limitatif menetapkan pendiriannya. Berdasarkan analisis penulis, putusan 
hakin menjatuhkan sanksi tindak pidana kehutanan (illegal logging) pada 
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs sudah tepat. Hal ini tercermin dari 
hakim dalam memberikan putusan, selain mempertimbangkan dakwaan 
penuntut umum, tetapi juga dengan menganalisis unsur-unsur tindak pidana 






A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ketentuan hukum tindak pidana kehutanan (illegal logging) di Indonesia 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan dan direformulasikan dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Sedangkan dalam kategori hukum pidana merupakan 
tindak pidana khusus, yaitu delik-delik kehutanan yang menyangkut 
pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan illegal logging, 
kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat 
dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu 
pengrusakan, pencurian, peredaran kayu illegal, pemalsuan, penggelapan, 
dan penadahan. 
2. Sanksi pidana terhadap tindak pidana kehutanan (illegal logging) pada 
putusan nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs sudah tepat dan sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 
dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 




memberikan putusan, selain mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, 
juga menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang yang dilakukan 
terdakwa. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Hajelis hakim dalam memeriksa suatu perkara sebaiknya tidak terpaku 
pada dakwaan penuntut umum. Majelis Hakim harus lebih cermat dalam 
menganalisis dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga dalam 
penerapan hukumnya dapat memberikan kepastian hukum kepada 
Terdakwanya dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. 
2. Pemerintah lebih bijak memberantas illegal logging dengan cara 
memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan 
pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai 
bahwa semua kayu berasal dari hutan.  
3. Perlunya pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga 
diharapkan Pemerintah dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat 
tentang proses perizinan, jenis hutan, dan bagaimana cara pengelolaan 
hutan dengan benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem hutan. 
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